




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Satuan Jumlah 

1 Terlaksanaya aktifitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang 

menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang 

Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

% 100 3750 3750 3750 3750 

2 Terlaksananya aktifitas Pengelolaan Data dan Informasi 

Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan % 100 1 2 1 1 

3 Terlaksananya aktifitas Penetapan Pemberian 

Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas/ 

insentif di bidang penanaman modal 

% 100 13 13 13 16 

4 Terlaksananya aktifitas Pembuatan Peta Potensi Investasi 

Kabupaten/Kota 

Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta potensi 

Investasi 

% 100 0 0 0 0 

5 Terlaksananya aktifitas Penyelenggaraan Promosi 

Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase terlaksananya kegiatan promosi penanaman 

modal 

% 100 

6 Terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman 

Modal 

Prosentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

% 100 

 

 

 

 

 

 



No Kegiatan Anggaran 

(Rp.) 

TW I TW II TW III TW IV 

1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara 

Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 

yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

75.000.000 47.300.000 19.402.500 8.297.500 0 

2 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non 

Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

25.000.000 9.805.000 5.617.500 4.837.500 4.740.000 

3 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang 

penanaman Modal yang menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota 

2.430.000 750.000 1.680.000 0 0 

4 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 2.440.000 0 2.440.000 0 0 

5 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang 

menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

185.920.000 56.965.000 24.515.000 97.975.000 6.465.000 

6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang 

menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

38.135.000 8.980.000 22.440.000 6.715.000 0 

Total  Anggaran 328.925.000 123.800.000 76.095.000 117.825.000 11.205.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERJANJIAN  KINERJA TAHUN 2026 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
 

No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Satuan Target Triwulan 

TW I TW II TW III TW IV 

1 Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha 

melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko Terintegrasi secara Elektronik 

Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan 

Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi 

secara Elektronik 

Pelaku 

Usaha 

4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

2 Tersedianya dan terkelolanya Layanan 

Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha 

melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko Terintegrasi secara Elektronik 

Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan 

Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi 

secara Elektronik 

Pelaku 

Usaha 

5 1 1 2 1 

3 Terlaksananya pemantauan, analisis, 

evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan 

berusaha berbasis risiko Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari 

Pelaku Usaha 

Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat 

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari 

Pelaku Usaha 

Kegiatan 

Usaha 

30 10 5 10 5 

4 Tersedianya Data dan Informasi Perizinan 

Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 

yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 

Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan 

Dimanfaatkan 

Dokumen 1 - - - 1 

5 Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam 

Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan 

Penanaman Modal 

Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam 

Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan 

Penanaman Modal 

Dokumen 1 - 1 - - 

6 Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) 

Rencana Umum Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum 

Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 

Dokumen 1 - 1 - - 

7 Terlaksananya Kegiatan Promosi 

Penanaman Modal Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi 

Penanaman Modal Kabupaten/Kota 

Dokumen 1 - - 1 - 

8 Tersusunnya strategi promosi penanaman 

modal yang menjadi kewewenangan 

kab/kota 

Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman 

Modal Kab/Kota 

Dokumen 2 1 - 1 - 



9 Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan 

dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha 

dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 

Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan 

Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam 

merealisasikan Kegiatan Usahanya 

Kegiatan 

Usaha 

1 - 1 - - 

10 Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi 

Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko 

Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

Pelaku 

Usaha 

10 - 10 - - 

11 Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, 

Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari 

Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap 

Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan 

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para 

Pelaku Usaha 

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang 

Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan 

Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan 

Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi 

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan 

Berusaha 

Kegiatan 

Usaha 

60 20 20 20 - 

No Sub Kegiatan Anggaran 

(Rp.) 

TW I TW II TW III TW IV 

1 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 

55.000.000 34.700.000 14.002.500 6.297.500 0 

2 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha 

berbasis risiko 

5.000.000 2.900.000 1.300.000 800.000 0 

3 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha 

berbasis risiko 

15.000.000 9.700.000 4.100.000 1.200.000  

4 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan 

Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik 

25.000.000 9.805.000 5.617.500 4.837.500 4.740.000 

5 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal 

2.430.000 750.000 1.680.000 0 0 

6 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2.440.000 0 2.440.000 0 0 

7 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 96.420.000 0 5.300.000 91.120.000 0 



 

8 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

89.500.000 56.965.000 19.215.000 6.855.000 6.465.000 

9 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha 

dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 

2.100.000 0 2.100.000 0 0 

10 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 4.650.000 0 4.650.000 0 0 

11 Pengawasan Penanaman Modal 31.385.000 8.980.000 15.690.000 6.715.000 0 

 Total Anggaran 328.925.000 123.800.000 76.095.000 117.825.000 11.205.000 




















